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Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
PT Pemantang Abaditama

I. Identitas LP-PHPL :
a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
d. Telp./Fax : 021-7562345
e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id

II. Identitas Auditee :
a. Nama IUPHHK-HA : PT Pemantang Abaditama
b. SK IUPHHK-HA : Nomor 942/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999
c. Luas Areal : + 49.730 Ha
d. Alamat Kantor Pusat : Jalan Semeru Nomor 623 D Palangka Raya Kalimantan Tengah
e. Waktu Pelaksanaan : 10-20 April 2018

III. Tahapan Kegiatan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I
(Penilaian/Resertifikasi)

Kamis, 05 April 2018
Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

Tim Audit melaksanakan
audit Tahap I sesuai dengan
rencana audit yang telah
ditetapkan, meliputi
kegiatan berikut:
1. Melakukan verifikasi

dokumen.
2. Mempelajari kondisi

lapangan auditee.
3. Melakukan diskusi

dengan auditee untuk
menentukan kesiapan
Audit Tahap II.

4. Mengumpulkan
informasi penting
terkait lingkup
sertifikasi PHPL
(termasuk di dalamnya
verifikasi LK), antara
lain berkonsultasi
dengan Direktur untuk
memperoleh informasi
penting misalnya surat
peringatan yang
berkaitan dengan
pemenuhan atau
pelaksanaan kewajiban
auditee.

5. Menentukan
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metodologi penilaian
resertifikasi.

6. Mengkaji alokasi
sumber daya untuk
pelaksanaan audit
tahap II dan
persetujuan auditee
mengenai rincian Audit
Tahap II.

Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan

Selasa 10 April 2018,
Visum Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah,

Visum BPHP Wil. X Palangka
Raya

Tim Auditor PHPL dan
Perwakilan Manajemen PT
PAT diterima oleh Wakil dari
Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah dan
berpesan bahwa agar dapat
menilai secara obyektif,
serta konsultasi publik
dapat berjalan dengan
lancar.

Koordinasi awal dengan
perwakilan BPHP Wil X.
Palangka Raya.

Konsultasi Publik Kamis, 12 April 2018
Balai Desa Muara Maruwei I,

Kecamatan Laung Tuhup,
Kabupaten Murung Raya

Agenda dalam konsultasi
publik adalah:
a. Perkenalan oleh Lead

Auditor LPPHPL PT
Global Resource
Sertifikasi.

b. Penyampaian Perdirjen
P.14/PHPL/SET/4/2016.

c. Menampung informasi
dari tokoh masyarakat,
MUSPIKA Kabupaten
Murung Raya Provinsi
Kalimantan Tengah yang
akan menjadi bahan
masukan terkait
kegiatan IUPHHK-HA PT
PAT.

Pertemuan Pembukaan Rabu, 11 April 2018
Base Camp PT PAT

Pertemuan pembukaan
dihadiri oleh Camp Manajer
dan jajaran manajemen
PT PAT.
Tim Auditor menyampaikan
maksud dan tujuan Audit,
kelanjutan perbaikan pada
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saat periode sertifikasi awal.
Tim Auditor meminta surat
tugas representative dari
PT PAT untuk Resertifikasi.

Verifikasi Dokumen Kamis – Senin,
12 – 16 April 2018

Base Camp PT PAT

Verifikasi Dokumen semua
indikator dan kriteria dari
Aspek Prasyarat, Produksi,
Ekologi, Sosial, dan VLK.

Observasi Lapangan Jumat – Senin,
13 – 16 April 2018

Site PT PAT

Verifikasi Lapangan
meliputi:

Prasyarat:
 Verifikasi batas areal kerja
 Verifikasi ladang/kebun

masyarakat
 Atribut visi dan misi

perusahaan di lapangan
Produksi:
 Verifikasi blok dan petak

RKT 2017 dan  2018
 Verifikasi kegiatan TPTI
 Pengamatan potensi

tegakan, permudaan,
kerusakan tegakan tinggal
dan FE

 Verifikasi PUP dan KB
 Verifikasi kegiatan

implementasi RIL
Ekologi
 Verifikasi penanaman bekas

jalan sarad, penanaman
bekas TPn, penanaman KKJ,
indentifikasi flora dan fauna
di KPPN

 Verifikasi penataan kawasan
lindung berupa Sempadan
Sungai, KPPN, Buffer Zone
dll.

 Verifikasi kegiatan dan
sapras pengamanan dan
perlindungan hutan

 Verifikasi kegiatan dan
sapras pemantauan dan
pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air

 Verifikasi pengelolaan flora
dan fauna dilindungi di
kawasan lindung

Sosial :
 Verifikasi ladang/kebun

masyarakat
 Verifikasi aktivitas

masyarakat lokal di dalam
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areal
 Verifikasi pengelolaan

konflik
 Verifikasi distribusi manfaat

fasilitas umum di camp
terhadap masyarakat sekitar

 Observasi Desa
VLK
 Verifikasi kayu log di

logpond
 Verifikasi batas blok dan

petak 2017 dan 2018
 Verifikasi tunggak dan kayu

log di blok/petak tebangan,
TPn dan TPK hutan)

 Verifikasi Kawasan Lindung
 Verifikasi pelaksanaan dan

atribut K3.

Pertemuan Penutup Selasa, 17 April 2018
Base Camp PT PAT

Pertemuan penutup dihadiri
oleh Camp Manajer dan
jajaran manajemen
PT PAT.
Tim Auditor menyampaikan
hasil temuan terkait
verifikasi dokumen dan
observasi lapangan.
MR menandatangani
Lembar Audit Lapangan.

Koordinasi Dengan Instansi
Kehutanan

Kamis, 19 April 2018
Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Tengah

Kantor BPHP Wil X
Palangka Raya

Tim Auditor PHPL dan
Perwakilan Manajemen
PT PAT diterima oleh wakil
dari Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah.
Tim auditor menyampaikan
hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan.

Tim Auditor PHPL dan
Perwakilan Manajemen
PT PAT diterima oleh wakil
dari BPHP Wil X Palangka
Raya. Tim auditor
menyampaikan hasil
verifikasi dokumen dan
observasi lapangan.

Pengambilan Keputusan Kamis, 26 April 2018
Ruang Meeting Kantor

LPPHPL PT GRS

a.PT PAT dinyatakan LULUS
dengan predikat BAIK
berdasarkan Rapat
Pengambilan Keputusan
Hasil Penilaian Kinerja
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PHPL sesuai Lampiran 1.1
dan 2.1 Perdirjen
P.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK
Keputusan Hasil
Resertifikasi Penilaian
Kinerja PHPL PT PAT 2018.

IV. Resume Hasil Resertifikasi Penilaian Kinerja PHPL PT PAT :

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL
1. PRASYARAT
1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin dan
Pemegang Hak
Pengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan
administrasi tata batas PT PAT tersedia
lengkap sesuai dengan pelaksanaan
tata batas yang telah dilakukan.
Dokumen legal berupa tersedianya akta
pendirian perusahaan dan
perubahannya, SK IUPHHK-HA dan
dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA
dan RKTUPHHK-HA) beserta peta
lampirannya. Sedangkan dokumen
administrasi tata batas berupa
tersedianya dokumen Rencana
Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT
beserta peta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas sepanjang
112,0 Km (79,15%) dari panjang
keseluruhan 141,5 Km. Terkait batas
areal yang belum dilakukan tata batas
sepanjnag 29,5 Km (20,85%), PT PAT
telah berupaya untuk merealisasikan
tata batasnya yang dibuktikan dengan
dokumen Rencana Penataan Batas No.
59/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 27
Mei 2015 yang telah disahkan oleh
Direktur Pengukuhan, Penatagunaan
dan Tenurial Kawasan Hutan a.n.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT PAT
mendapatkan pengakuan dari para
pihak baik pemerintah pusat dan
daerah, perusahaan lain yang
berbatasan langsung dan masyarakat
sekitar. Namun terdapat potensi konflik
batas dalam pemanfaatan areal berupa

SEDANG
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kegiatan perladangan oleh masyarakat
sekitar, walupun masih dalam skala
kecil. PT PAT telah melakukan
penanganan konflik yang terjadi dan
monitoring kegiatan perladangan,
menyusun dokumen SOP Penyelesaian
Konflik Sosial, membuat peta potensi
konflik, menyusun matrik tingkat
potensi konflik di areal kerja PT PAT,
membentuk organisasi resolusi konflik
dan memasang papan-papan
peringatan perladangan dan situs
budaya masyarakat. Namun
penanganan konflik belum mengikuti
Perdirjen PHPL No.
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tanggal 25
Februari 2016 tentang Pedoman
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik
Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan
Produksi.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan HP
menjadi APL. PT PAT belum melakukan
perubahan dokumen perencanaan
karena lokasi APL tersebut tidak berada
pada blok URKT beberapa tahun yang
akan datang. Perubahan dokumen
perencanaan jangka panjang
(RKUPHHK-HA) akan dilakukan setelah
habis masa berlakunya yaitu tahun
2020. Selain itu dalam Rencana
Penataan Batas No. 59/KUH-2/IUPHHK-
HA/2015, pada point VII antara lain
disebutkan bahwa apabila trayek batas
memotong batas perkebunan, batas
areal transmigrasi dan batas lainnya
yang telah ada SK pelepasan kawasan
hutan dan pada point IX antara lain
disebutkan apabila di dalam areal
IUPHHK-HA terdapat lahan yang telah
menjadi tanah milik, perkampungan,
tegalan, persawahan atau telah
diduduki dan digarap oleh pihak ketiga
secara sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan, maka lahan
tersebut dikeluarkan dari areal kerja
IUPHHK-HA.

SEDANG

1.1.5 Terdapat pendataan penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan yaitu
adanya pertambangan batu bara yang

BAIK
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dilakukan oleh PT Marunda Graha
Mineral (Aktif), PT Lahai Coal (Pasif)
dan PT Semesta Alam Barito (IUP
Eksplorasi) dan perladangan
masyarakat. PT PAT telah melaporkan
penggunaan kawasan di luar sektor
kehutanan tersebut kepada Dirjen Bina
Produksi Kehutanan, Kementerian
Kehutanan berdasarkan Surat Direktur
Utama PT PAT No. 017/PAT-JKT/I/2014
tanggal 28 Januari 2014 perihal
pelaporan kegiatan di luar sektor
kehutanan di dalam areal kerja PT PAT.
Untuk mencegah penggunaan kawasan
di luar sektor kehutanan berupa ladang
masyarakat yaitu dengan melakukan
pendekatan persuasif dengan
masyarakat terkait saat kegiatan kelola
sosial dan pemasangan papan nama
larangan berkebun/berladang pada
lokasi strategis (pingir jalan utama).

1.2 Komitmen pemegang
izin

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi yang
telah ditetapkan oleh Direktur PT PAT
No. 008B/Kpts-Dir/II/2012 tanggal 2
Februari 2012 dan setelah berganti
Direktur Utama PT PAT, ditetapkan lagi
visi dan misi perusahaan yang sama
dengan Keputusan Direktur Utama PT
PAT No. 128/Kpts-Dir/XII/2017 tanggal 27
Desember 2017. Rumusan visi dan misi
perusahaan PT PAT tersebut juga
terdapat dalam dokumen Revisi
RKUPHHK-HA PT PAT Berbasis IHMB
Periode Tahun 2011 – 2020 Tahun 2014
yang disetujui berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan No. SK. 40/BUHA-
2/2014 tanggal 29 September 2014.
Rumusan visi dan misi tersebut legal
dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu
memuat prinsip kelestarian ekologi,
produksi dan sosial dengan segala
komponen pendukungnya secara
berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaan
telah dilakukan pada internal karyawan
(level pemegang izin) secara formal dan
informal. Sosialisasi internal karyawan
secara formal dilakukan pada tanggal
05 Maret 2017 di Camp Produksi Km 80

BAIK
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dan di Base Camp Tahujan tanggal 2
Maret 2018. Untuk sosialisasi secara
informal dilakukan berupa
terpasangnya tulisan rumusan visi dan
misi perusahaan pada lokasi strategis
dengan baik di Kantor Base Camp
Tahujan dan Kantor Logpond Beras
Belange. Sedangkan sosialisasi visi dan
misi perusahaan kepada masyarakat
sekitar dilaksanakan tahun 2017 dan
2018 kepada masyarakat Desa Tumbang
Bondang, Pendasiron, Tumbang
Tunduk, Batu Bua II dan Maruwei I yang
dibuktikan dengan berita acara, daftar
hadir dan foto dokumentasi sosialisasi.

1.2.3 Terdapat implementasi PHL dengan
melakukan upaya kegiatan pengelolaan
hutan produksi secara berkelanjutan
sesuai dengan visi dan misi perusahaan
yang telah ditetapkan. Namun
beberapa kegiatan belum terelisasi dan
belum sesuai dengan visi dan misi
perusahaan, yaitu antara lain tata batas
belum temu gelang, rintis batas blok
dan petak tebangan sebagian kurang
jelas karena beberapa lokasi belum
dilakukan pemeliharaan, realisasi
tebangan jauh dibawah dari rencana,
penataan kawasan lindung belum
seluruhnya, ketersediaan GANIS-PHPL
belum memenuhi ketentuan yang
berlaku, sebagian SOP belum direvisi
sesuai dengan peraturan terbaru, SDM
litbang belum memenuhi baik secara
jumlah maupun secara kualifikasi dan
alokasi dana pengusahaan hutan
kurang memadai dan tidak proporsional
serta tidak sesuai tata waktu.

SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional
bidang kehutanan pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung
pemanfaatan
implementasi
penelitian, pendidikan
dan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional berupa
Sarjana Kehutanan sebagian tersedia
pada beberapa bidang kegiatan
pengelolaan. Sedangkan keberadaan
GANIS-PHPL belum memenuhi dari
ketentuan Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015 yang dipersyaratkan yaitu
mencapai 60,00% dan terdapat bidang
pengelolaan hutan yang belum ada
GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL
KURPET.

BURUK
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1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM
PT PAT tahun 2017 adalah 90,91% dari
rencana sesuai kebutuhan.

BAIK

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT PAT
tersedia lengkap di lapangan
diantaranya yaitu Peraturan
Perusahaan (PP) PT PAT Tahun 2017,
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
PT PAT, Daftar Tenaga Kerja PT PAT
Periode Bulan Maret 2018, Dokumen
Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat
Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
(SKKWT), Dokumen BPJS Kesehatan
dan Ketenagakerjaan Karyawan,
Peraturan perundang-undangan
tentang Ketenagakerjaan, SOP
ketenagakerjaan dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah tentang
Upah Minimum Provinsi dan Upah
Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2017
dan 2018 Provinsi Kalimantan Tengah.

BAIK

1.4 Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK –
HA/RE/HT/Pemegang
Hak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan job
deskripsi yang sesuai dengan kerangka
PHPL yaitu tersedia unit kerja/bagian
yang bertanggung jawab menjamin
terlaksananya kelestarian fungsi
produksi, lingkungan/ekologi dan sosial.
Struktur organsiasi tahun 2016 disahkan
oleh Direktur Utama PT PAT No.
100/Kpts-Dir/XII/2016 tanggal 22
Desember 2016 dan Struktur organsiasi
tahun 2017 disahkan oleh Direktur
Utama PT PAT No. 29/Kpts-Dir/XII/2017
tanggal 29 Desember 2017. Namun
personil yang menjabat pada beberapa
jabatan/bagian kegiatan masih kurang
memadai baik secara jumlah maupun
secara kualifikasi terutama pada bagian
perencanaan hutan, kelola lingkungan
dan kelola sosial, karena itu terdapat
rangkap jabatan dan membuat
hubugan kerja unit kerja perencanaan
dengan unit-unit kerja lapangan yang
lain sebagian belum berjalan
sebagaimana mestinya.

SEDANG

1.4.2 Tersedia perangkat SIM, dilengkapi
tenaga pelaksana seperti yang
tercantum dalam Daftar Tenaga Kerja
PT PAT Periode Bulan Maret 2017 dan

SEDANG
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digambarkan pada struktur organisasi
PT PAT. Namun perangkat pendukung
SIM berupa radio rig dan handy talky
tidak tersedia terutama di mobil
logging dan mobil operasional lainnya,
sehingga komunikasi kegiatan lapangan
kurang lancar, sementara komunikasi
dengan menggunakan ponsel masih
sulit dilakukan karena keterbatasan
jaringan/sinyal. Selain itu SDM lapangan
sebagai pelaksana masih kurang
memadai baik secara jumlah maupun
secara kualifikasi terutama pada bagian
perencanaan hutan, kelola lingkungan
dan kelola sosial serta belum tersedia
GANIS-PHPL KURPET.

1.4.3 Terdapat unit SPI yang dilengkapi
personil tim SPI dan terdapat
pelaksanan pengawasan internal oleh
unit SPI yang dilakukan secara
rutin/berkala, namun dalam
pelaksanaannya terdapat
ketidaksesuaian antara SOP
Pengawasan Internal dengan pelaporan
yang dibuat, terutama pada prosedur
kerja yang tertulis di SOP, antara lain
dari perencanaan pengawasan dan
pelaksanaan pengawasan internal.
Selain itu hasil temuan pengawasan
internal SPI belum menyentuh bidang
kompetensi SDM dan pengawasan
kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan (terutama
kerawanan terhadap gangguan hutan
berupa illegal logging dan kegiatan
perladangan masyarakat sekitar),
sehingga peranan SPI masih belum
berjalan efektif untuk mengontrol
seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.4.4 Terdapat keterlaksanaan sebagian
tindak koreksi dan pencegahan
manajemen berbasis hasil monitoring
dan evaluasi baik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan oleh internal
camp maupun yang dilakukan oleh tim
SPI. Monitoring dan evaluasi internal
sebagian tidak terdokumentasi dengan
baik dan peranan SPI masih belum
berjalan dengan efektif untuk

SEDANG
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mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
1.5 Persetujuan atas dasar

informasi awal tanpa
paksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKTUPHHK-HA PT PAT yang
akan mempengaruhi kepentingan hak-
hak masyarakat setempat
mendapatkan persetujuan dari para
pihak atas dasar informasi awal yang
memadai yaitu dibuktikan dengan
tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA
Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang
disahkan secara self approval oleh
Direktur Utama PT PAT dan
disampaikan Kepada Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah, perizinan
TPK Hutan, TPK Antara dan Tpn yang
termasuk dalam izin RKT serta
persetujuan penggunaan koridor dari
pejabat yang berwenang. Selain itu
terdapat dokumen sosialisasi
RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun
2018 dan bukti berita acara kegiatan
selamatan buka RKTUPHHK-HA Tahun
2017 dan Tahun 2018 dengan
perwakilan masyarakat Desa Tumbang
Bondang dan Tumbang Tunduk.

BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses
tata batas areal kerja PT PAT dari
sebagian para pihak yaitu pemerintah
(Kementerian Kehutanan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Tengah,
Pemerintahan Kabupaten Murung
Raya, Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Tengah, Sub Balai
Inventariasi dan Perpetaan Hutan
Muara Teweh), perusahaan yang
berbatasan, konsultan pelaksana tata
batas dan internal perusahaan. Namun
dalam berita acara pelaksanaan tata
batas tidak ditemukan adanya tanda
tangan dari aparat kecamatan dan desa
sekitar serta realisasi tata batas belum
100% (temu gelang).

SEDANG

1.5.3 Proses penyusunan rencana kelola
sosial/PMDH/CD/CSR PT PAT sebagian
besar berdasarkan atas inisiasi PT PAT
yang berarti sebagian belum
melibatkan masyarakat sekitar areal
kerja kecuali untuk kegiatan insidentil
dengan mekanisme masyarakat
membuat proposal kegiatan atau surat

SEDANG
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permohonan bantuan yang
ditandatangani oleh aparat
desa/kecamatan setempat. Sedangkan
realisasi kegiatan kelola
sosial/PMDH/CSR tahun 2017 dan 2018
telah diterima dan disetujui oleh
masyarakat dan dibuatkan laporan
realisasi kegiatan kelola
sosial/PMDH/CSR/CD bulanan,
semesteran dan tahunan dengan bukti
pelaksanaan kegiatan berupa berita
acara, bukti kuitansi serah terima
bantuan dan foto dokumentasi.

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung PT PAT
dari para pihak yaitu pihak pemerintah
(Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dan Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah) dan
internal perusahaan serta dari
masyarakat desa sekitar. Persetujuan
dalam proses penetapan kawasan
lindung PT PAT dari para pihak
mencapai 100,00%.

BAIK

2 PRODUKSI
2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalam
pengelolaan hutan
lestari

2.1.1 Tersedia  dokumen Revisi RKUPHHK-
HA periode tahun 2011-2020 telah
disahkan dengan nomor SK Menteri
Kehutanan Nomor SK.40/BUHA-2/2014
pada tanggal 29 September 2014.
Disusun berdasarkan IHMB, dibuat
landscaping dengan etat luas yaitu 1.110
Ha dan etat volume sebesar 47.536
m3/tahun.

BAIK

2.1.2 Batas blok RKT 2018/PT Taman Raja
Persada, batas RKT 2017/ RKT 2018,
batas RKT 2016/ RKT 2017 dan batas
antar petak telah sesuai dengan peta
RKT 2018. Peta RKT 2018 sesuai dengan
peta Revisi RKU. Maka implementasi
penataan areal kerja di lapangan telah
sesuai dengan rencana jangka panjang.

BAIK

2.1.3 Pada batas blok RKT 2016 dan batas
petak 21J/20J cat sudah tidak jelas.
Batas blok RKT 2018, RKT 2017, batas
antar petak di RKT 2017 dan di RKT 2018
terdapat papan nama, pal dan cat
merah jelas. Dari 10 sampel
pengamatan terdapat 8 yang jelas,

SEDANG
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maka terdapat 80,00% terlihat jelas di
lapangan.

2.2 Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap
jenis hasil hutan kayu
utama dan bukan kayu
pada setiap tipe
ekosistem.

2.2.1 Terdapat data sediaan tegakan hasil
IHMB, data potensi hasil ITSP blok RKT
2017, blok RKT 2018, lengkap dengan
peta lampiran, untuk URKT 2019 masih
dalam proses kegiatan ITSP. Di
lapangan ditemukan label barcode
pada tunggak.

BAIK

2.2.2 Telah disusun laporan hasil pengukuran
PUP, belum tersedia analisis riap
pertumbuhan PUP.

SEDANG

2.2.3 PT PAT dalam menentukan jatah
tebangan tahunan berdasarkan hasil
IHMB dan ITSP. Telah membuat PUP di
petak 24I RKT 2017, belum tersedia
analisis riap PUP.

BURUK

2.3 Pelaksanaan penerapan
tahapan
sistemsilvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan.

2.3.1 Tersedia SOP PAK, ITSP, PWH, suvei
jalan, pembangunan jalan, penebangan,
penyaradan, pengangkutan kayu, ITT,
Pengadaan bibit, rehabilitasi tanah
kosong dan KKJ, penanaman
pengayaan dan pemeliharaan tahun
berjalan, pembuatan PUP dan
penebangan ramah lingkungan. Telah
ditandatangani oleh kepala bagian,
manager camp dan direktur. Isi sesuai
dengan kondisi karakteristik setempat.
Namun SOP ITSP dan SOP Penebangan
dalam penomoran kayu yang ditebang
masih menggunakan nomor label
merah, belum menggunakan label
barcode. Dalam SOP masih muncul
istilah RKL (Rencana Karya Lima
Tahun). Beberapa SOP perlu update
pengesah sesuai Kabag dan Camp
Manager yang baru serta belum
dicantumkan tanggal pengesahan.

SEDANG

2.3.2 Dalam kegiatan penataan areal kerja
masih ada sebagian alur/cat batas blok
RKT yang kurang jelas. Untuk kegiatan
ITSP sudah tersedia peta sebaran
pohon. Kegiatan PWH telah disusun
peta rencana trase jalan, namun tidak
dibuat peta rencana jalan sarad, di
lapangan dibuat rencana jalan sarad
belum berdasarkan peta rencana jalan
sarad. Tersedia laporan ITT RKT 2017,
belum tersedia analisis riap PUP.

SEDANG
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2.3.3 Jumlah potensi tegakan tinggal jenis
pohon per hektar adalah sebanyak 103
batang.

BAIK

2.3.4 Jumlah potensi permudaan di areal
bekas tebangan per hektar adalah
untuk tingkat tiang sebanyak 244
batang, pancang sebanyak 704 batang
dan potensi semai sebanyak 5.600
batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan dan
penerapan teknologi
ramah lingkungan
untuk pemanfaatan
hutan

2.4.1 Tersedia SPO RIL, isinya sesuai dengan
kondisi areal setempat, mempunyai
SOP yang berkaitan dengan RIL yaitu
SOP kegiatan PWH, Survei rencana
jalan, Pembangunan jalan, Penebangan,
Penyaradan, Pengayaan dan
Rehabilitasi, Pemeliharaan Tanaman,
Pengadaan Bibit, Penanaman Tanah
kosong dan KKJ. Namun dalam SOP
Penebangan, penomoran pohon/kayu
belum menggunakan barcode.

SEDANG

2.4.2 Dalam kegiatan perencanaan belum
ada peta rencana jalan sarad.
Penandaan rencana jalan sarad belum
berdasarkan peta rencana jalan sarad.
Pada kegiatan paska penebangan,
untuk bekas TPn blok RKT 2017
sebagian belum ada penanaman. Di
base camp Tahujan pengelolaan
sampah,air limbah masih kurang dan
sarana tambahan (ibadah) belum ada.

SEDANG

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal
tingkat pohon adalah sebesar 6,80%.
Tingkat kerusakan pada tingkat tiang
adalah sebesar 4,92%.

BAIK

2.4.4 Rata rata besarnya faktor eksploitasi
hasil penebangan di areal PT PAT pada
RKT 2017 adalah sebesar 84,81%.

BAIK

2.5 Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana
kerja penebangan /
pemanenan /
pemanfaatan pada
areal  kerjanya.

2.5.1 Dokumen RKT dan dokumen revisi RKU
telah mendapat pengesahan. Rencana
luas dan volume tebangan dalam
dokumen RKT 2017 dan RKT 2018 masih
dibawah rencana tebangan dalam
dokumen revisi RKU. Maka keberadaan
dokumen RKT telah mengacu dokumen
revisi RKU yang sah.

BAIK

2.5.2 Lokasi blok tebangan RKT 2018, lokasi
kawasan dilindungi dan sarana
prasarana telah sesuai antara peta kerja
dengan peta RKT 2018 dan peta revisi

SEDANG
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RKUPHHK-HA periode 2011-2020.
Namun belum tersedia peta rencana
jalan sarad/ peta pola sarad.

2.5.3 Dilakukan penandaan pada blok
tebangan,kawasan dilindungi, sarana
prasarana dan litbang. Penandaan
berupa papan nama,pal dan cat.  Ada
beberapa lokasi sarana prasarana yang
belum ada penandaan yaitu di camp
produksi RKT 2017/RKT 2018, lokasi TPn
06 di petak 24E RKT 2018. Dari 21
sampel pengamatan terdapat 18 ada
penandaan, maka terdapat penandaan
di lapangan sebanyak 85,71%.

SEDANG

2.5.4 Persentase realisasi luas tebangan
tahun 2017 sebesar 48,14% dan
persentase realisasi volume tebangan
sebesar 52,19%.

SEDANG

2.6 Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan
memenuhi kebutuhan
dalam pengelolaan
hutan, administrasi,
penelitian dan
pengembangan serta
peningkatan
kemampuan sumber
daya

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial PT PAT
pada tahun 2016 adalah nilai likuiditas
sebesar 149,64%, nilai solvabilitas
sebesar 155,22% dan rentabilitas sebesar
2,87%.

SEDANG

2.6.2 PT PAT telah merencanakan anggaran
untuk kegiatan pengusahaan hutan
sebesar Rp. 39.133.192.350,- dan
realisasinya sebesar Rp.
19.024.596.489,-. Maka persentase
realisasi anggaran pengusahaan hutan
atau tingkat kecukupan anggaran
pengusahaan hutan tahun 2016 sebesar
48,61%.

BURUK

2.6.3 Tingkat kecukupan realisasi anggaran
pengusahaan hutan PT PAT Tahun 2016
adalah 48,61%. Maka realisasi anggaran
yang terjadi pada tahun tersebut
tergolong  tidak proporsional, dimana
terdapat simpangan realisasi anggaran
sebesar 51,39%, dalam (norma > 50%)
terhadap rencana anggaran.

BURUK

2.6.4 Persentase realisasi anggaran
pengusahaan hutan atau tingkat
kecukupan anggaran pengusahaan
hutan tahun 2016 sebesar 48,61%.
Persentase realisasi anggaran kegiatan
pembinaan hutan tahun 2017 sebesar
77,44%. Gaji karyawan selalu tepat
waktu tidak pernah terlambat.  Maka
realisasi pendanaan yang dilakukan PT

SEDANG
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PAT lancar namun kurang sesuai
dengan tata waktu.

2.6.5 Pada tahun 2017 PT PAT telah
merencanakan anggaran untuk
kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.
359.364.000,-. Realisasinya sebesar Rp.
278.285.000,-, maka persentase
realisasi anggaran kegiatan pembinaan
hutan tahun 2017 sebesar 77,44%.

SEDANG

2.6.6 Tahun  2017 telah dilakukan kegiatan
pembinaan hutan. Meliputi pengadaan
bibit, pengayaan/ rehabilitasi,
penanaman tanah kosong, penanaman
kiri kanan jalan, pemeliharaan tanaman
pengayaan, pemeliharaan tanaman
tanah kosong, pemeliharaan tanaman
KKJ, perlindungan dan pengamanan
hutan. Realisasi fisik (kuantitas)
pembinaan hutan tahun 2017  sebesar
86,88%. Kualitas tanaman pembinaan
hutan adalah persentase hidup sebesar
90,68%.

BAIK

3 EKOLOGI
3.1 Keberadaan,

kemantapan dan
kondisi kawasan
dilindungi pada setiap
tipe  hutan

3.1.1 Luas kawasan dilindungi sesuai dengan
dokumen revisi RKUPHHK-HA dan
sesuai dengan kondisi biofisiknya.

BAIK

3.1.2 Kawasan lindung yang telah ditata di
lapangan sampai dengan Bulan Maret
2018 mencapai 1.718,7 ha atau setara
dengan 72,2%  dari total luas kawasan
lindung.

BAIK

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi
yang masih berhutan mencakup 1.944
ha dari 2.379 ha atau setara dengan
82%.

BAIK

3.1.4 Terdapat pengakuan kawasan lindung
dari para pihak yaitu pemerintah
(pengesahan Dokumen RKTUPHHK-HA
PT PAT tahun 2018 yang memuat jenis-
jenis kawasan lindung), manajemen PT
PAT (sosialisasi dan pengelolaan
kawasan lindung), dan masyarakat
sekitar areal (sosialisasi dan pengakuan
kawasan lindung).

BAIK

3.1.5 Sebagian kecil terdapat laporan
pengelolaan yang sesuai dengan
ketentuan terhadap sebagian kawasan
lindung hasil tata ruang areal yaitu
laporan pengelolaan kawasan lindung

SEDANG
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hasil kegiatan penataan batas baru dan
pemasangan papan nama kawasan
lindung sempadan sungai dan
kelerengan >40 %. Penataan kawasan
lindung belum dilakukan pada KPPN.

3.2 Perlindungan dan
pengamanan hutan

3.2.1 Tersedia prosedur yang mencakup
seluruh jenis gangguan yang ada.
Dokumen SOP disusun tahun 2012,
hingga resertifikasi tidak terdapat revisi.

BAIK

3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi sarana
prasarana belum sesuai dengan yang
direncanakan dalam dokumen
RKTUPHHK. Selain itu, kondisi sarana
dan prasarana yang tersedia tidak
semuanya berfungsi baik.

SEDANG

3.2.3 Tersedia SDM perlindungan hutan
dengan jumlah dan kualifikasi personil
yaitu 1 (satu) orang GANIS BINHUT,
jumlahnya belum sesuai dengan
Perdirjen PHPL Nomor : P.16/PHLP-
IPHH/2015 (baru 50%). Tenaga Satpam
PH yang tersedia sebanyak 10 (sepuluh)
orang dan kualifikasinya tidak sesuai
dengan ketentuan.

SEDANG

3.2.4 Kegiatan perlindungan
diimplementasikan melalui tindakan
kegiatan patroli dan menyusun
rekapitulasi laporannya. Hasil verifikasi
lapangan ditemukan bukti
implementasi kegiatan perlindungan
hutan yang mencakup seluruh jenis
gangguan yang ada.

BAIK

3.3 Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan iar

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan yang
mencakup seluruh dampak terhadap
tanah dan air akibat pemanfaatan
hutan yang disusun tahun 2012.
Dokumen-dokumen tersebut tidak
direvisi karena masih relevan dengan
kondisi dampak yang diperkirakan.

BAIK

3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan dan
pemantauan sesuai dengan ketentuan
(AMDAL, dll.), tetapi kondisinya tidak
semuanya berfungsi dengan baik.

SEDANG

3.3.3 Tersedia SDM pengelolaan dan
pemantauan dengan jumlah dan
kualifikasi personil tetapi jumlahnya
masih kurang. Demikian juga dengan
karyawan yang memiliki kompetensi
GANIS BINHUT masih kurang (50 %)

SEDANG
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berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor :
P.16/PHLP-IPHH/2015.

3.3.4 Tersedia dokumen perencanaan
pengelolaan dampak terhadap tanah
dan air dan diimplementasikan sesuai
dengan ketentuan yang telah dilakukan
oleh PT PAT. Terdapat implementasi
yang belum optimal (pengelolaan
limbah B3).

SEDANG

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaan
pemantauan dampak terhadap tanah
dan air yang diimplementasikan PT PAT.
Hanya sebagian dari rencana
pemantauan dampak yang tidak
diimplementasikan.

SEDANG

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampak
yang besar dan penting terhadap tanah
dan air, tetapi ada upaya pengelolaan
dampak sesuai ketentuan . Berdasarkan
laporan hasil pengukuran laju erosi
menunjukkan erosi yang terjadi
tergolong ringan (pada areal tertutup)
dan sedang (pada areal tertutup). Akan
tetapi hasil verifikasi lapangan
ditemukan indikasi dampak besar dan
penting yaitu longsor tebing. PT PAT
telah berupaya untuk melakukan
pengelolaan dampak berupa
pembuatan mating-mating dan
terasiring.

SEDANG

3.4 Identifikasi spesies flora
dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi tetapi
tidak mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal PT PAT dikarenakan
belum ada revisi terkait status
kerawanan jenis berdasar CITES dan
IUCN terbaru.

SEDANG

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi
untuk seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin. PT. Pemantang
Abaditama telah melaksanakan dan
menyusun laporan identifikasi flora dan
fauna Tahun 2018 yang telah
diklasifikasikan berdasarkan PP RI
Nomor 7 Tahun 1999 , Redlist IUCN dan
Appendices CITES.

BAIK
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3.5 Pengelolaan flora
untuk:
1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang
tidak terganggu dan
bagian yang tidak
rusak.

2. Perlindungan
terhadap spesies
fauna dilindungi
dan/atau langka,
jarang, terancam
punah dan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan flora
tetapi tidak mencakup seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin, belum
secara jelas menguraikan data terkait
status kerawanan berdasar IUCN dan
appendices CITES.

SEDANG

3.5.2 Berdasarkan verifikasi dokumen,
wawancara, dan verifikasi lapangan.
Terdapat implementasi pengelolaan
flora tetapi belum mencakup untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal
pemegang izin.

SEDANG

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap kondisi
sebagian species flora dilindungi
dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik yang terdapat di
areal pemegang izin. Di dalam areal
kerja PT. PAT masih terdapat gangguan
terhadap sebagian spesies flora
dilindungi yaitu jenis Ulin
(Eusideroxylon swageri). Jenis Ulin
cukup terancam keberadaanya
diakibatkan terutama oleh aktivitas
illegal logging masyarakat yang masih
sulit dicegah.

SEDANG

3.6 Pengelolaan fauna
untuk:
3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang
tidak terganggu dan
bagian yang tidak
rusak

4. Perlindungan
terhadap spesies
fauna dilindungi
dan/atau langka,
jarang, terancam
punah dan endemik

3.6.1 Tersedia prosedur pengelolaan fauna
tetapi tidak mencakup seluruh jenis
yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin, belum
secara jelas menguraikan data terkait
status kerawanan berdasar IUCN dan
appendices CITES.

SEDANG

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaan
fauna tetapi belum mencakup untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal
pemegang izin. Kegiatan yang belum
dilakukan PT. PAT yaitu rehabilitasi
habitat.

SEDANG

3.6.3 Tidak ada gangguan terhadap kondisi
species fauna dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan
endemik. Pada kurun waktu bulan Mei

BAIK
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2017 – Maret 2018 belum pernah
ditemukan perburuan satwa liar yang
dilindungi.

4 SOSIAL
4.1 Kejelasan deliniasi

kawasan operasional
perusahaan/pemegang
izin dengan kawasan
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat

4.1.1 Terdapat  dokumen legal yang
didalamnya telah memuat rencana
penguasaan dan pemanfaatan sumber
daya hutan dengan
mempertimbangkan keberadaan
masyarakat setempat di sekitar area
kerja PT PAT, dokumen tersebut telah
mengidentifikasikan kondisi aktual
masyarakat setempat di sekitar area
kerja baik namun belum secara lengkap
dan aktual menggambarkan kondisi
sosial, ekonomi dan budaya.

SEDANG

4.1.2 Mekanisme penataan batas partisipatif
atas areal kerja PT. PAT dan
ladang/kebun masyarakat sekitar telah
tersedia, dan dalam prosesnya
mekanisme tersebut belum dilakukan
sosialisasi yang melibatkan masyarakat
setempat sampai dengan menghasilkan
kesepakatan dan persetujuan tata
batas partisipatif.  Konflik  batas
kawasan dengan  ladang/kebun
masyarakat  setempat tidak pernah
terjadi selama masa operasional PT.
PAT.

SEDANG

4.1.3 Keberadaan peran masyarakat dalam
pemanfaatan sumber daya hutan telah
dituangkan dalam dokumen mekanisme
yang legal dan mengandung proses
yang jelas dalam pelaksanaannya serta
jelas diketahui dan dipahami oleh
sebagian masyarakat. Sebagian besar
kegiatan telah diimplementasikan
dalam kegiatan operasi PT. PAT dengan
mengacu pada prosedur operasi yang
ada, diantaranya peningkatan akses
masyarakat terhadap hutan dan
kegiatan kelola sosial

BAIK

4.1.4 Batas antara area kerja PT. PAT dan
lahan masyarakat setempat yang
berupa ladang/kebun  telah
teridentifikasi dalam data pemilik
ladang/kebun dalam peta area kerja
yang akan dimanfaatkan hasil hutannya
(blok tebang).

SEDANG



PR-01.rev7/F.22-GRS/PHPL/2018 21

4.1.5 Luas dan batas definitif areal konsesi
PT. PAT secara administratif telah
disahkan oleh pejabat yang berwenang,
namun batas-batas partisipatif antara
areal konsesi dengan  lahan
pemanfaatan masyarakat  belum
dilakukan penandaan di lapangan
sehingga   secara tertulis  masyarakat
belum memberikan persetujuan
mengenai batas partisipatif PT PAT. Hal
ini menunjukkan  bahwa masih terdapat
potensi konflik.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggung
jawab sosial
perusahaan  sesuai
dengan  peraturan
perundangan yang
berlaku

4.2.1 PT PAT telah lengkap memiliki
dokumen menyangkut tanggung jawab
sosial.

BAIK

4.2.2 PT. PAT telah memiliki SOP perihal
pemenuhan kewajiban sosial terhadap
masyarakat secara lengkap meliputi
mekanisme yang dapat digunakan
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan atau terkait aspek
pemberdayaan masyarakat desa hutan,
pemberian akses ke  SDH, pelibatan
tenaga kerja lokal, peningkatan
aktivitas ekonomi masyarakat dan
pembangunan sarana prasarana fisik
dan kesadaran  terhadap kelestarian
lingkungan namun belum memiliki
mekanisme mengenai pemberian
bantuan kepada masyarakat sekitar.

SEDANG

4.2.3 Kegiatan sosialisasi mengenai hak dan
kewajiban pemegang izin terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH telah
dilakukan kepada  masyarakat sekitar
yakni dihadapan masyarakat Desa
Maruwei dan Batu Bua, Desa Tumbang
Bondang, Desa Pendasiron dan Desa
Tumbang Tonduk sebagaimana
kegiatan sosialisasi  yang menjadi
kewajiban PT PAT sesuai  klausul yang
tercantum dalam lembar Lampiran SK
IUPHHK.

BAIK

4.2.4 PT. PAT telah memiliki bukti realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat dalam aspek
pelibatan tenaga kerja, peningkatan
pertumbuhan perekonomian lokal,
pembangunan sarana prasaran umum.
Akan tetapi aspek  peningkatan

SEDANG
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kesadaran terhadap pelestarian
sumberdaya hutan dan peningkatan
pendapatan dari kegiatan pengolahan
lahan belum terpenuhi atau belum
terealisasi.

4.2.5 Terdapat dokumen bukti realisasi
tanggungjawab sosial kepada
masyarakat setempat telah disusun
dan terdokumentasi secara lengkap,
termasuk dokumentasi  pembayaran
ganti rugi kepada warga yang
tanamannya rusak  akibat aktivitas  alat
berat perusahaan

BAIK

4.3 Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak

4.3.1 Secara kuantitatif dokumen mengenai
kelompok masyarakat yang  terlibat,
tergantung, dan terpengaruh oleh
perusahaan tercatat sebesar 72 %.

SEDANG

4.3.2 Tersedia 5 (lima) mekanisme yang legal
mengenai peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat yang
berbasis hutan dan budaya masyarakat
setempat namun belum tersedia
mekanisme yang mengatur
peningkatan peran serta masyarakat
sekitar berupa perekrutan tenaga kerja
lokal, pemenuhan kebutuhan bahan
makanan dari masyarakat lokal,
bantuan pengolahan atau pemasaran
komoditas nir kayu dari masyarakat
sekitar.

SEDANG

4.3.3 Terdapat dokumen rencana pemegang
izin mengenai kegiatan peningkatan
peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat di dalam Dokumen-
dokumen RKUPHHK, RKT dan Rencana
Operasional (RO).

SEDANG

4.3.4 PT. PAT telah mengimplementasikan
kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat
berupa perekrutan tenaga kerja lokal
sebagai karyawan tetap  dan tenaga
kerja borongan ; kerjasama di bidang
perakitan/pemiliran kayu ; kerjasama
dibidang kesehatan dan pemeriksaan
kesehatan karyawan dan kerjasama
pemasokan barang kebutuhan.

BAIK

4.3.5 Terdapat dokumen / laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat kepada

BAIK
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para pihak yakni karyawan, masyarakat
dan negara yang terdokumentasi
secara lengkap, jelas dan rinci dalam
bentuk laporan kegiatan, berita acara (
BA) serta  surat tanda bukti
pembayaran

4.4 Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang
handal

4.4.1 Terdapat SOP Resolusi Konflik No.
SOSHUT-PAT/43/2012 namun belum
lengkap.

SEDANG

4.4.2 PT PAT  telah melakukan identifikasi
potensi konflik yang terdapat di dalam
areal kerja dan telah melakukan
pemetaan dan membuat peta potensi
konflik yang lengkap dan jelas

BAIK

4.4.3 PT. PAT telah memiliki kelembagaan
resolusi koflik  yang sah, didukung oleh
personel  dan  dana yang memadai.
Kelembagaan resolusi konflik dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

BAIK

4.4.4 Pernah terjadi konflik antara PT PAT
dengan masyarakat. Kronologis
penanganan  konflik tersebut  mulai
dari awal terjadinya konflik hingga
tercapainya kesepakatan mengenai
alternatif  resolusi konflik yang
disepakati terdokumentasi secara
lengkap dan jelas.

BAIK

4.5 Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja

4.5.1 PT. PAT telah merealisasikan atau
mengimplementasikan  seluruh
hubungan industrial dengan karyawan
berlandaskan peraturan perusahaan
yang telah mendapatkan pengesahan
dari instansi yang berwenang  serta
Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang
berkekuatan hukum karena dibuat dan
ditandangani oleh kedua pihak di atas
materai enam ribu rupiah.

BAIK

4.5.2 Berdasarkan jumlah karyawan yang
diikutsertakan dalam kegiatan
peningkatan kompetensi berupa Diklat
dan penyegaran Ganis PHPL,
prosentase realisasinya mencapai 100 %.

BAIK

4.5.3 Terdapat dokumen standar jenjang
karir, namun belum diimplementasikan
seluruhnya.

SEDANG

4.5.4 PT. PAT telah memiliki dokumen
tunjangan kesejahteraan bagi karyawan
berupa Peraturan Perusahaan dan telah
mengimplementasikan tunjangan

SEDANG
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kesejahteraan berupa penyediaan
fasilitas  perumahan (mess) karyawan,
memberikan santunan kematian
kepada ahli waris karyawan yang
meninggal dunia, menyediakan fasilitas
kesehatan, Program BPJS
Ketenagakerjaan dan memberikan THR.
Beberapa jenis tunjangan kesejahteraan
karyawan seperti, fasilitas olah raga
namun penyediaan fasilitas ibadah
belum terealisasi.

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
1.1. Areal unit manajemen

hutan terletak dikawasan
hutan produksi

1.1.1.a PT PAT memperoleh HPH melalui SK Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor  SK.
942/KPTS-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999
dengan luas ±49.370 Ha yang berlaku untuk
jangka waktu 55 tahun dan dilengkapi dengan
Peta Areal Kerja, skala 1:50.000 yang telah
disahkan oleh Menteri Kehutanan dan
Perkebunan. Fungsi kawasan PT. PAT terdiri
hutan produksi terbatas (HPT) = 47.440 ha,
hutan produksi konversi (HPK) = 625 ha, Areal
penggunaan lain (APL) 1.305 ha.

MEMENUHI

1.1.1.b IUPHHK-HA PT. PAT telah melunasi kewajiban
pembayaran IIUPHHK sebesar Rp.
4.949.750.000,- sesuai dengan Surat Perintah
Pembayaran (SPP) IIUPHHK-HA Nomor. 369/VI-
BIKPHH/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang
diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

MEMENUHI

1.1.1.c PT PAT telah melakukan identifikasi
penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan
IUPHHK di areal PT PAT  yaitu tedapat tambang
batubara PT Marunda Graha Mineral Ijin
ekploitasi SK Menhut No. 08/Menhut-VI/2003
tanggal 7 Januari 2003 yang beroperasi di
sekitar koordinat S00º14’26,6” E 114º44’00,8” ,
PT Lahai coal (belum beroperasi) SK Menhut No.
464/Menhut-VII/2007 tanggal 10 Juli 2009, PT
Alam Semesta Barito (belum beroperasi) SK
Bupati Murung No. 188.45/44/2013 tanggal 19
Maret 2013.

MEMENUHI

2.1. Pemegang izin memiliki
rencana penebangan
pada areal tebangan
yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang

2.1.1.a PT PAT telah memiliki Dokumen RKUPHHK
berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh
Berkala (IHMB) periode tahun 2012-2021 telah
disahkan Menteri Kehutanan Nomor SK.166/VI-
BUHA/2011 yang dilengkapi peta RKUPHHK dan
RKT 2017 telah disyahkan secara self approval
dengan SK No. 01/KTW-KPTS/RKT-SA/I/2017
serta RKT 2016 dengan SK No. 01/KTW-
KPTS/RKT-SA/XII/2015 dilengkapi peta RKT 2017
dan 2016 yang dibuat oleh Ganis Canhut.

MEMENUHI

2.1.1.b PT PAT telah mempunyai peta RKT 2018 yang MEMENUHI
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B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
menggambarkan areal yang tidak boleh
ditebang dan di lapangan terdapat penandaan
yang jelas pada Sempadan Sungai Balobangin,
Sungai Sanan, Sungai Pelojet dan Sungai Luka di
blok RKT 2018 yang setelah diplotkan kedalam
peta RKT 2018 terdapat kesesuaian posisi antara
di peta dan lapangan.

2.1.1.c Peta RKT 2018 PT PAT telah ditandatangani oleh
Direktur Utama PT PAT dan blok tebangan RKT
2018 telah dicap dengan stempel PT PAT,  batas
blok dilapangan ditandai dengan rintisan cat
merah (II) dan batas petak dengan cat merah (I)
adapun posisi batas blok dan petak tebangan
RKT 2018 di lapangan telah benar dan sesuai
dengan peta RKT 2018.

MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerja
yang sah

2.2.1.a PT PAT sudah mempunyai dokumen Revisi
RKUPHHK berbasis IHMB periode 2011-2020 dan
peta Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan
dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.
40/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2014,
lengkap dengan lampiran-lampirannya.

MEMENUHI

2.2.1.b IUPHHK PT PAT adalah IUPHHK Hutan Alam,
sehingga tidak ada kegiatan pemanfaatan kayu
hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan tanaman industri.

NA

3.1. Pemegang izin menjamin
bahwa semua kayu yang
diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan
dari TPK Antara ke
industri primer hasil
hutan (IPHH)/pasar,
mempunyai identitas
fisik dan dokumen yang
sah

3.1.1 Seluruh dokumen LHP PT. PAT RKT 2017 periode
Januari-Desember 2017 sebesar 21.687,96 m3
telah disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan
Hasil Penebangan (P2LHP) sedangkan LHP RKT
2018 masih nihil, perbedaan volume fisik dengan
LHP sebesar 1,05 % yang berarti LHP dengan fisik
kayu sesuai dan nomor batang di LHP, hasil uji
petik log di TPK Antara dan TPK hutan dapat
ditemukan tunggaknya di lapangan.

MEMENUHI

3.1.2 Seluruh Kayu PT PAT yang diangkut periode
Maret 2017 s/d Maret 2018 dari TPK Hutan ke
TPK antara sejumlah 8.564,58 m³, dari TPK
Antara Ke industri Primer sejumlah 15.918,47 m³
telah dilindungi oleh dokumen SKSHHK yang
syah dan hasil uji petik persediaan kayu di TPK
Antara sesuai dengan dokumen SKSHHK terkait.

MEMENUHI

3.1.3.a Penandaan PUHH pada kayu bulat berupa
barcode di PT. PAT telah sesuai dengan
dokumen LHP dan SKSHHK.

MEMENUHI

3.1.3.b Identitas kayu berupa barcode yang ditempel
pada log dan tunggak telah diterapkan secara
konsisten menyebabkan adanya sitem yang
dapat ditelusi dari log sampai tunggak di petak
tebangan.

MEMENUHI

3.1.4 PT PAT mempunyai Dokumen SKSKHK dan
Daftar Kayu (DKB) lengkap dan dibuat oleh
petugas yang berwenang (Andrean Steven dan

MEMENUHI
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Adang Agus Santoso) serta tersedia Daftar
Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuat
oleh P3KB yang berwenang (Yuda).

3.2. Pemegang izin telah
melunasi kewajiban
pungutan pemerintah
yang terkait dengan kayu

3.2.1.a Tagihan SPP DR-PSDH PT PAT dari  bulan Maret
2017 s/d Maret 2018 adalah DR sebesar  USD
379.368,39 dan PSDH  sebesar  Rp
4.094.601.995,14,-- telah sesuai dengan
dokumen LHP yang disyahkan  baik jenis,
volume sebesar 21.687,96 m³.

MEMENUHI

3.2.1.b IUPHHK-HA PT PAT sudah melunasi seluruh
kewajiban pembayaran DR dan PSDH sesuai SPP
periode bulan Maret 2017 s/d Maret 2018 lewat
Bank BNI sebesar USD 379.368,39 untuk DR dan
Rp   4.094.601.995,14,- untuk PSDH.

MEMENUHI

3.2.1.c Tarif PSDH-DR akan muncul otomatis dalam
aplikasi SIPUHH on line SIMPONI dan PT PAT
telah membayar kewajiban PSDH-DR sesuai
dengan persyaratan dan ukuran tarif PSDH-DR
mengacu Peraturan Pemerintah  Nomor 12
tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif  atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Kehutanan.

MEMENUHI

3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau

3.3.1 PT PAT sudah mempunyai dokumen PKAPT No.
427/UPP/PKAPT/ 5/2013 yang disahkan oleh a.n.
Menteri Perdagangan, Koordinator dan
Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Junaedi
pada tanggal 1 Mei 2013 dengan masa berlaku
sampai tanggal 27 April 2018.

MEMENUHI

3.3.2 PT PAT selama periode bulan Maret 2017 s/d
Maret 2018 telah melakukan pengiriman kayu
antar pulau sebanyak terdapat 3 (tiga)  kali
dengan volume 5.943 m3 ke industri di Gresik
dan Surabaya dan berdasarkan dokumen SIB
semuanya menggunakan kapal berbendera
Indonesia.

MEMENUHI

3.4. Pemenuhan penggunaan
Tanda V-Legal

3.4.1 Semua kayu PT PAT yang telah LHP dipasang
label barcode tertera tanda V-legal (logo V-legal
Indonesia Legal Wood 005/S-PHPL/GRS/VIII/2013
LPPHPL-017-IDN) dan telah ada perjanjian sub
lisensi penggunaan tanda V-legal antara LV-
PHPL PT Global Resource Sertifikasi dengan PT
PAT.

MEMENUHI

4.1. Pemegang izin telah
memiliki Analisa
Mengenai Dampak
Lingkungan
(AMDAL)/Dokumen
Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan
(DPPL)/Upaya
Pengelolaan Lingkungan
(UKL) dan Upaya

4.1.1 PT PAT sudah memiliki dokumen ANDAL, RKL,
RPL yang disyahkan Komisi Pusat AMDAL
Dephut Nomor. 279/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 31
Desember 1996 dengan luas ±54.000 Ha yang
penyusunanya mengacu kepada SK Menteri
Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
RI No. 51/MENKLH/6/1987 tentang Pedoman
Penyusunan Studi Evaluasi Mengenai Dampak
Lingkungan.

MEMENUHI
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Pemantauan Lingkungan
(UPL) dan melaksanakan
kewajiban yang
dipersyaratkan dalam
dokumen lingkungan
tersebut

4.1.2.a PT PAT telah mempunyai dokumen RKL dan RPL
yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL
yang telah disahkan Ketua Komisi Pusat AMDAL
Departemen Kehutanan 279/DJ-VI/AMDAL/96
tanggal 31 Desember 1996.

MEMENUHI

4.1.2.b PT PAT telah membuat Laporan Pelaksanaan
RKL/RPL semester I dan II tahun 2017 adapun di
lapangan terdapat bukti pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam
kegiatan hidro orologi, pencemaran, jenis
dilindungi, pemantauan, sosial budaya dan
sistem dan pencegahan kebakaran hutan yang
mengacu dengan rencana dan dampak penting
yang terjadi di lapangan.

MEMENUHI

5.1. Prosedur dan
implementasi K3

5.1.1.a PT PAT telah mempunyai prosedur K3
dengan No. No. VLK-PAT/61/2016 tanggal 2
November 2016 yang sudah disahkan oleh
Direktur Utama adapun personel yang
bertanggung  jawab dalam implementasi K3
adalah Manager Camp.

MEMENUHI

5.1.1.b PT PAT mempunyai peralatan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan dan
kebutuhan serta berfungsi dengan baik namun
ada APAR yang sudah kadaluarsa dan perlu
diganti.

MEMENUHI

5.1.1.c PT PAT mempunyai Laporan Monitoring dan
Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
tahun kegiatan 2017 dan tercatat 3 (tiga) kali
kecelakaan kerja di PT PAT serta terdapat
dokumen program K3 untuk upaya menekan
tingkat kecelakaan kerja.

MEMENUHI

5.2. Pemenuhan hak-hak
tenaga kerja

5.2.1. PT PAT sudah memiliki kebijakan tentang serikat
pekerja berupa surat edaran tertulis dari
Direktur Utama Nomor: 133/PA-PLK/XII/2017
tanggal 29 Desember 2017 yang memberi
kebebasan bagi pegawai/ pekerja untuk
membentuk serikat pekerja dan hasil
wawancara ada kebebasan untuk berserikat.

MEMENUHI

5.2.2. PT PAT sudah memiliki Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang
disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Murung Raya  Nomor
KEP. 560/124/Disnakertrans tanggal 9 Oktober
2017 yang berlaku dari tanggal 09 Oktober 2017
sampai dengan 10 Nopember  2019.

MEMENUHI

5.2.3. PT PAT mempunyai jumlah tenaga kerja bulan
Maret tahun 2018  sebanyak   107 orang terdiri
dari 86 status bulanan dan 21 orang status
borongan dan tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur.

MEMENUHI


